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ABSTRAK 

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ( TAX 

AMNESTY JILID II ) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI 

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR. 

YULVIRA MAHROZA (1805170056) 

AKUNTANSI 

Yulviramahroza1@gmail.com  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat mengetahui dan mnganalisis 

penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II) yang 

tercantum dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 di KPP Pratama Medan Timur. Untuk 

mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Medan Timur yang belum mencapai target. Untuk menganalisis kebijakan 

Program Pengungkapan Sukarela ini maka penelitian ini di uji menggunakan Analisis 

Deskriptif Kuantitatif. Penerapan kebijakan Program pengungkapan Sukarela di KPP 

PRatama Medan Timur sudah berjalan dengan efektif, antusias wajib pajak orang 

pribadi untuk mengikuti kebijakan ini sangat baik, sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak KPP Pratama juga menjadi faktor utama terlaksananya kebijakan ini. Dari 

analisis data yang dilakukan dapat di lihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2022 

sudah mencapai target yang diharapkan.  

Kata Kunci : Program Pengungkapan Sukarela, Penerimaan Pajak 
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ABSTRAK 

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ( TAX 

AMNESTY JILID II ) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI 

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR. 

YULVIRA MAHROZA (1805170056) 

AKUNTANSI 

 

Yulviramahroza1@gmail.com 

The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of the 

Voluntary Disclosure Program (Tax Amnesty Volume II) policy as stated in the HPP 

Law Number 7 of 2021 at KPP Pratama Medan Timur. To find out and analyze the 

factors that cause tax revenues at KPP Pratama Medan Timur which have not 

reached the target. To analyze the policy of this Voluntary Disclosure Program, this 

research was tested using Quantitative Descriptive Analysis. The implementation of 

the Voluntary Disclosure Program policy at the KPP Pratama Medan Timur has 

been running effectively, the enthusiasm of individual taxpayers to follow this policy 

is very good, the socialization carried out by the KPP Pratama is also a major factor 

in the implementation of this policy. From the data analysis, it can be seen that tax 

revenue in 2022 has reached the expected target. 

 

Keywords: Voluntary Disclosure Program, Tax Revenue. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sistem perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. 

Pertama , Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. 

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

maupun Pajak Penghasilan (PPH) oleh wajib pajak di negara ini masih sangat 

rendah di bandingkan negara lain. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia 

masih tergolong rendah jika di bandingkan dengan rasio di negara – negara Asean 

lainnya . pada tahun 2015 tax ratio Indonesia hanya 11,9 persen. Padahal 

Thailand sudah mencapai 16,5 persen, Filipina 12,9 persen, Malaysia 16,1 persen 

dan Singapura 14 persen. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio 

tersebut, beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya 

jumlah fiskus atau pemeriksaan pajak. 

Pajak merupakan sumber peneriman negara yang dominan dalam struktur 

Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN ). Hampir 75 persen target dana 

APBN pada tahun 2016 berasal dari sektor Pajak. Untuk menggali penerimaan 

dalam sektor perpajakan di butuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan 

dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa 

intensifikasi mapun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa 

peningkatan Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. 

1 
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Upaya Ekstensifikasi dapat beruoa perluasan objek yang selama ini belum 

tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan salah satunya adalah Pengampunan pajak atau Tax Amnesty. 

Amnesty pajak adalah bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk 

mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu, mengajak 

mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya 

secara benar sehingga di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap 

perpajakan di masa depan. 

Pengampunan pajak atau tax amnesty sering kali di jadikan alat untuk 

mempercepat penerimaan negara dalam bagian perpajakan yang terjadi secara 

cepat dan dalam jangka waktu yang singkat. Program ini dilaksanakan pemerintah 

sebagai upaya karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan 

penghindaran pajak. Pada tahun 1964-1984 tax amnesty  sudah pernah di lakukan 

di Indonesia tetapi hasilnya gagal karena wajib pajak yang di harapkan mengikuti 

tax amnesty ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini, kebijakan ini tidak di 

ikuti dengan reformasi system administrasi perpajakan secara terpadu dan 

menyeluruh dan minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke 

masyarakat termasuk sisstem control dari Direktorat Jendral Pajak. Dan tahun 

2015 juga pernah di terapkan dan hasilnya berhasil. Dalam masa keberhasilan tax 

amnesty 2015 ini Hasil Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) 

menunjukan 70 persen responden tidak pernah mendengar tax amnesty. Ini 

artinya, sosialisasinya belum menyentu meyoritas warga. Dalam konteks 

itulah,Misbakhun merekomendasikan agar pemerintah melakukan upaya-upaya 
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ekstra agar jangkauan sosialisasi bisa lebih luas. Dengan demikian, target-target 

tax amnesty dapat lebih signifikan. 

Secara teoritis apabila wajib pajak patuh mengikuti program tax amnesty, 

yaitu dengan melaporkan harta yang belom di laporkan secara benar, maka 

mereka akan mendapatan keuntungan yang besar, karena disamping tidak 

dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang 

dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakuka pemeriksaan pajak, disamping 

itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam mengurus pajak 

lainnya. 

Awal tahun 2021 isu tax amnesty Kembali terdengar, Mentri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati buka suara soal rencana pelaksanaan program 

pengungkapan sukarela yang beredar di publik. Ia menyatakan pelaksanaan 

pengungkapan sukarela yang nantinya dijalankan pemerintah sejatinya bukan 

seperti yang di maksud publik, namun merupakan kelanjutan dari tax amnesty 

jilid I. Hal ini merajuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 

tentang pengampunan pajak. Pemrintah akan menggunakan landasan hukum itu 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi peserta Tax Amnesty. 

Selain itu juga di tambah dengan penggunaan data Automatic Exchange of 

Information  (AEoI) dan askes informasi pajak sejak 2018. Untuk melakukan tax 

amnesty jilid II ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan, negara-negara 

lain juga pernah melakukannya meskipun secara prinsip tax amnesty itu hanya 

dilakukan 1 kali selama hidup. Keberhasilan meraup dana yang lumayan besar 
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dari tax amnesty jilid I dengan partisipasi wajib pajak hanya hanya 2,4% pajak 

yang terdaftar pada tahun 2017. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa 

beberapa tahun setelah di laksanakan tax amnesty tingkat kepatuhan wajib pajak 

tidak berubah signifikan di banding tahun sebelumnya.  

Pada tahun 2021 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang 

semakin menurun setelah di terjang badai covid 19 maka Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) di sahkan menjadi Undang-

Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 2 Oktober 2021. Salah satu isi 

UU ini adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax 

amnesty jilid II. Dengan adanya UU ini diharapkan akan mampu memulihkan 

ekonomi dengan dengan titik focus perbaikan deficit anggaran serta rasio pajak 

yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja 

penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan 

sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, 

serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Perubahan Undang – 

Undang Harmonsasi Peraturan Perpajakan akan berlaku mulai 2022. Kebijakan 

tax amnesty Jilid II yang di kenakan dengan nama program pengungkapan 

sukarela (PPS) akan berlaku pada januari 2022 hingga 30 juni 2022. ( 

Kemenkeu.go.is,2021). Dengan di terapkan kembali Kebijakan Tax Amnesty Jilid 

II atau Program  Pengungkapan Sukarela ini tentunya sangat berpengaruh 

terhadap pendapatan penerimaan pajak di setiap daerah terutama pada Kota 

Medan, Khususnya Kecamatan Medan Timur.  
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Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri  dengan judul “ 

Efektifitas program tax amnesty jilid iI dan factor keberhasilan dan permasalahan 

: pembelajaran dari tax amnesty jilid I “ menyimpulkan bahwa  ada peluang yang 

dapat memksimalkan pemerintah dalam tax amnesty jilid II, terutama dari uang 

tebusan dan repatirasi dari luar negri, tentunya terdapat juga peluang penerimaan 

dari deklarasi dalam negri, mengingat meningkatnya pelaporan spt tahunan wajib 

pajak dalam negri pada tahun 2020.” Berikut adalah realisasi perndapatan 

penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dalam 4 Tahun berjalan,. 

Tabel 1.1 

Tahun  Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi 

2019 Rp. 114.883.175.015 

2020 Rp. 92.022.011.968 

2021 Rp. 118.479.078.559 

2022 

Januari-April 

Rp. 263.188.032.103 

 

Dari realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama medan timur pada saat 

di terapkan kebijakan program tax amnesty penerimaan pajak nya meningkat, dari 

realisasi anggaran di atas dapat di lihat bahwa kenaikan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Medan Timur pada saat di terapkan  program pengungkapan sukarela 

sangat drastis, bahkan lebih dari 100% . Program Pengungkapan Sukarela di KPP 
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Pratama Medan Timur berjalan secara efektif sejak awal tahun 2022 di 

Kecamatan Medan Timur ini. Sebelum kebijakan ini berjalan dan berlaku dengan 

efektif KPP Pratama Medan Timur telah memperkenalkan Program 

pengungkapan Sukarela ini kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun 

secara langsung kepada wajib pajak (WP) oleh petugas KPP. Bahkan hingga saat 

ini KPP Pratama Medan Timur masih melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajka 

(WP) melalui media sosial, memberikan informasi Program Pengungkapan 

Sukarela ini dengan membagikan selebaran (leaflet), membuka pusat informasi 

PPS yang dapat di jangkau oleh Wajib Pajak, membuka kelas pajak, bahkan 

menyampaikan informasi langsung kepada WP melalui Media SMS dan WA. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : “ Analisis Penerapan Kebijakan Program 

Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II ) Dalam Meningkatkan 

Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur“   

B. Identifikasi Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat di idetifikasi masalah sebagai 

berikut :  

1. Tax Amnesty jilid I  sudah pernah di terapkan di Indonesia tetapi belum 

maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan 

ini. 

2. Dalam penerimaan pajak pada saat diterapkan kebijakan Tax Amnesty  

jilid I kesadaran wajib pajak orang pribadi belum mencapai target. Jumlah 
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wajib pajak yang tredaftar sebanyak 144.998 tetapi wajib pajak yang 

sudah melapor hanya sebanyak 274 WP. 

3. Dana Penerimaan Pajak yang masuk hanya sebesar 30 % sehingga  tidak 

sesuai dengan target yang di harapkan. 

4. Maka dengan beberapa alasan diatas keluarlah Undang-Undang Nomor 7 

untuk kebijakan Program Pengungkapan Sukarela 

 

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah  

1. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membahas 

tentang masalah Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Jilid II (Program 

Pengungkapan Sukarela) terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di 

Kota Medan. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan program pengungkapan sukarela (Tax Amnesty 

Jilid II ) di KPP Pratama Medan Timur ? 

2. Bagaimana Penerapan Program Pengungkapan Sukarela ( Tax 

Amnesty Jilid II ) dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP 

Pratama Medan Timur ? 
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3. Apa yang menyebabkan Program Pengungkpan Sukarela ( Tax 

Amnesty Jilid II ) di KPP Pratama Medan Timur belum berjalan 

dengan efektif ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 

masalah diatas, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Tax Amnesty Jilid II di 

KPP Pratama Medan timur, apakah berjalan dengan efektif atau 

tidak. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tax amnesty 

dalam meningkatkan penerimaan pajak. 

c. Untuk menganalisis apa penyebab tax amnesty jilid II belum 

efektif 

2. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

Penulis dapat mengetahui dan memahami tentang pengetahuan dan 

pemahaman keefektifitasan penerapan Program Pengungkapan 

Sukarela  dan pengaruh nya terhadap penerimaan pajak di Kota 

Medan. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada perusahaan atau instansi dalam menerapkan 
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kebijakan Tax Amnesty jilid II sebagai program pengungkapan 

sukarela 

2. Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sama dalam 

bidang yang sama berkaitan dengan Implementasi kebijakan program 

pengungkapan sukarela Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan 

Pajak di Kota Medan  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Uraian Teori 

1. Pajak  

a. Pengertian Pajak  

Berdasarkan Undang-Undang NO 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum 

Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang. Menurut (R, 1998) menyebutkan bahwa “ Pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat di paksakan ) yang terutang oleh wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan 

pemerintah. Pengertian lain dari pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 

2007 “ pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendpatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Peranan pajak bagi Indonesia 

sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara (APBN) setiap tahunnya di karenakan pajak adalah salah satu pendapatan 

utama bagi Negara (Dahrani & Ramadhan, 2021) 

Sistem pemungutan pajak yang di terapkan di Negara Indonesia adalah 

sistem self-assessment. Sistem pemungutan pajak ini menuntut seseorang wajib 

10 
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pajak untuk berperan aktif dan sadar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

(Herryanto & Toly, 2013) menyimpulkan bahwa kreteria wajib pajak yang 

memiliki kesadaran kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assesment, 

adalah: 

1. Mendapatkan NPWP, wajib pajak secara aktif dan mendaftarkan diri secara 

aktif dan mandiri ke KPP setempat sesuai dengan domisili dalam KTP. 

2. Wajib pajak mengambil formulir SPT Masa di KPP setempat. 

3. Wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan 

yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus. 

4. Wajib pajak menyetor dan melaporkan sendiri formulir SPT secara aktif dan 

mandiri dan tepat waktu, tanpa harus di tagih oleh fiskus. 

b. Fungsi Pajak  

Fungsi Pajak merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Di dalam fungsi pajak terdapat 5 

fungsi yaitu fungsi budgeter adalah sebagai sumber dana bagi negara. Fungsi 

regular sebagai alat mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang 

sosial dan ekonomi. Fungsi distribusi dapat di gunakan sebagai alat pemerataan 

penghasilan. Fungsi stabilisasi dengan adanya pajak, pemerintah menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga sehingga inflasi dapat di 

kendalikan. Fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong, 

termasuk kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional. 
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(Ilyas & Burton, 2010), pajak mempungai beberapa fungsi, yaitu :  

a.) Fungsi penerimaan, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak 

sebanyak-banyaknya sesuai denga undang-undnag yang berlaku yang pada 

waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada 

sisa (surplus) akan di gunakan sebagai tabungan pemerintah;  

b.) Fngsi Mengatur, yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan di gunakan 

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di 

luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat di lihat dari sektor 

swasta;  

c.) Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem 

gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi 

kemaslahatan manusia, fungsi demokrasi di kaitkan dengan hak seseorang 

apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah;   

d.) Fungsi Retribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemer. 

 

c. Ciri-ciri Pajak  

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007, Pasal 1, ayat 1, 

Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutan oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmyran rakyat. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara  

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun 

hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi 

syarat subjektifdan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari Rp.2.050.000 per bulan. 

Jika anda adalah karyawan/pegawai, naik karyawan swasta maupun 

pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari 2 juta, maka 

wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha maka setiap 

penghasilan akan di kenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan 

kotor/bruto ( berdasarkan PP 46 tahun 2013). 

2. Pajak Bersifat Memaksa Bagi Setiap Warga Negara  

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka 

wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah di 

jelaskan yang seharusnya di bayarkan, maka ada ancaman sanksi 

administrative maupun hukuman secara pidana  

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat 

manfaat parker, maka hrus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi 

parker, namun pajak tidak seperti it. Pajak merupakan salah satu sarana 

pemerataam pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak 

dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak 
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yang di bayar, yang akan anda dapatkan adalah berupa perbaikan jalan 

raya di daerah tersebut, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa 

pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainnya.  

4. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak telah di atur dalam undang-undang negara. Terdapat beberapa 

undang-undang yang sudah mengatur tentang mekanisme perhitungan, 

pelaporan dan pembayaran (Matondang & Rohmah, n.d.) 

2. Tax Amnesty Jilid 1 

a. Tax Amnesty ( Pengampunan Pajak ) Sebagai Landasan 

Terlaksananya Program Pengungkapan Sukarela. 

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada 

kelompopk pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan 

dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak ( termasuk 

bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau 

periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Bagi negara pengampunan 

pajak atau tax amnesty sering kali dijadikan alat untuk menghimpun 

peerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka 

waktu yang relative singkat. Program tax amnesty ini dilaksanakan karena 

semakin parahnya upaya penghindaran pajak. kebijakan ini dapat 

memperoleh manfaaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang di 

simpan di luar negri, kebijakan ini juga memiliki kelemahan di terapkan 

dalam jangka waktu yang panjang, kebijakan ini akan berakibat buruk 

berupa menurunnya kepatuhan sukarela ( voluntary compliance) dari wajib 
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pajak yang patuh dalam membayar pajak, hal ini dapat terjadi apabila tax 

amnesty dilakukan dalma jangka waktu yang tidak tepat.  

3. Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II ) 

a. Pengertian Program pengungkapan Sukarela 

Program Pengungkapan Sukarela ini mengacu Kepada Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya 

membahas tentang program pengungkapan sukarela/PPS ( Tax Amnesty jilid 

II). Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan rancanga Udang- 

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada tanggal 29 

oktober 2021. UU yang terdiri dari Sembilan bab ini memiliki enam ruang 

lingkup pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), 

Pajak Penghasilan (PPH), Program Pengungkapan Sukarela (PPH), Pajak 

Karbon, Serta Cukai (Setiadi, 2022). Program pengungkapan sukarela/ PPS 

atau Tax Amnesty yaitu pemberian kesempatan keada Wajib Pajak untuk 

melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum 

dipenuhi secara sukarela melalui Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan 

pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh 

peserta program Pengampunan Pajak serta pembayaran Pajak Penghasilan 

berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT 

Tahunan PPh (Hasanah et al., 2021). 

 Menurut UU HPP Program Pengungkapan Sukarela yaitu pemberian 

kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan 
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kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui 

pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Latar belakang program 

pengungkapan sukarela adalah karena masih terdapat peserta pengampunan 

pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan 

pajak dan apabila di temukan oleh DJP akan dikenakan PPh final ( PP-

36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% ( Pasal 

18 ayat (3) UU TA ).masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan 

seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 s.d 2020. Dan dengan adanya 

data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, 

sedangkan WP belum mendeklarasikan seluru aset dan penghasilan, 

sehingga perlu di berikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi 

kewajiban pajak. 

Disadari atau tidak, wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty 

pada tahun 2016 sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya 

mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai tahun 2015. Jika ini terjadi 

maka nanti wajib pajak tersebut bisa dikenakan sanksi yang besar bahkan di 

tambah sanksi 200%. Kondidi yang pertama, PPS ditunjukan pada alumni 

tax amnestu baik orang pribadi maupun badan. Kondisi yang kedua adalah 

disadari maupun tidak bahwa wajib pajak orang pribadi di tahun 2016 

sampai dengan 2020 yang ada juga yang belum sepenuhnya melakukan 

kewajiban perpajakan dengan baik dan mengungkapkan hartanya dalam SPT 

tahunan terhadap dua kondisi ini.(Setiadi, 2022) 
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Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara 

sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik 

mengungkapkan hartanya. Program ini akan berlangsung selama enam 

bulan, dimuali dari januari 2022 sampai dengan juni 2022. Jika wajib pajak 

mengungkapkan hartanya di luar negri tanpa repatirasi itu akan dikenakan 

tariff 11%. Namun jika hartanya di luar negri dan di bawa pulang ke 

Indonesia atau dia mendeklarasikan harta yang ada dalamnegri,maka  

tarifnya 8%. Tariff ini akan jadi lebih kecil jika peserta ini repatirasi harta 

dari luar negri ke Indonesia kemudian juga menginvestasikannya  dalam 

surat berharga negara gede SBN, hilirisasi atau ke renewable 

energy.(Setiadi, 2022). 

b. Kebijakan Pemerintan Mengeluarkan Program Pengungkapan 

Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II )  

Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak 

(wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penyebab Pertama Indonesia memerlakukan tax amnesty adalah 

karena terdapat harta milik negara baik di dalam maupun di luar 

negri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam supat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan  

2. Tax amnesty adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara 

dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan 
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masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu 

menerbitkan kebijakan pengampunan pajak. 

3. Kasus penama pappes. Dari ketiga latar belakang tax amnesty 

tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 juli 2016 

mengesahkan undang-undang tax amnesty nomor 11 tahun 2016 

tentang pengampunan pajak “ UU NO 11 Tahun 2016 tentang 

pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutangtidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara 

mengungkapkan harta dan membayae uang tebusan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang (Setiadi, 2022) 

Terdapat dua kebijakan dalam Program pengungkapan Sukarela ini, yaitu:  

a) Kebijakan Pertama  

Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang 

pribadi maupun wajib pajak badan yang sebelumnya menjadi peserta 

pajak tax amnesty jilid I dengan basis asset dari 1 janiari sampai 31 

Desember dengan catatan pada saat Tax Amnesty jilid I kurang atau 

belum di ungkapkan. Adapun yang dapat di peroleh oleh peserta Tax 

Amnesty ini adalah peserta Memperoleh tariff PPh rendah apabila 

sebagian besar hartanya di investasikan dalam 

SBN/hilirisasi/renewable energy. Dengan rincian sebagai berikut:  
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Table 1. Skema Program Pengungkapan Sukarela Menggunakan 

Kebijakan Pertama  

Untuk aset LN 

repatriasi dan asset 

dalam Negri 

Untuk deklarasi Luar 

Negro 

Untuk asset LN repatriasi dan 

asset dalam negri yang di 

investasikan dalam SBN/ 

hilirisasi/renewable energy 

8% 11% 6% 

 

b) Kebijakan Kedua  

Ditinjau dari subjek pajaknya merupakan wajib pajak orang 

pribadi dengan basis asset perolehan 1 januari 2016 sampai dengan 31 

desember 2020 yang kurang atau belum dilaporkan dalam SPT 

tahunan 2020. Adapun yang dapat diperoleh oleh peserta waib pajak 

PPh final rendah apabila sebagian hartanya diinvestasikan dalam 

SBN/Hilirisasi/renewable energy. Dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 2. Skema Program Pengungkapan Sukarela Menggunakan 

Keijakan Kedua 

Untuk asset LN 

repatirasi dan asset 

dalam Negri 

Untuk deklarasi 

Luar Negri 

Untuk asset LN repatirasi 

asset dalam negri yang 

diinvestasikan dalam 

SBN/hilirisasi/renewable 

energy. 

14% 18% 12% 

Sumber : (Hasanah et al., 2021) 

Peserta wajib pajak dapat menyampaikan harta bersih yang belum 

atau kurang di sampaikan dalam surat pernyataan apabila direktorat 
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jendral pajak belum menemukan data dan informasi tentang harta 

dimaksud sesuai dengan pasal 37 B ayat 1 draf RUU KUP ( Victoria 

2021). Untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan pada table peraturan 

program pengungkapan sukarela / PPs atau tax amnesty jilid II berikut 

ini, 

Table 2. Peraturan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela 

Kebijakan Pertama Kebijakan Kedua Keterangan 

Wajib pajak orang 

pribadi/badan yang 

pernah mengikuti Tax 

amesty jilid I 

 

Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak 

Asset I januari 1985 

sampai 31 desember 

2015 dengan catatan 

pada saat tax amnesty 

jilid I kurang atau belum 

di ungkapkan 

Aset januari 2016 sampai 31 

desember 2020 yang kurang 

atau belum di laporkan 

dalam SPT tahunan 2020 

Asal Aset 

11 % deklarasi LN 18% deklarasi LN  

 

Tarif PPh 

8% aset LN repatirasi 

dan asset DN 

14% asset LN repatirasi dan 

asset DN 

6% asset LN repatirasi 

dan asset DN yang 

hartanya diinvestasikan 

dalam 

SBN/hilirisasi/renewable 

energy 

12% asset LN repatirasi dan 

asset DN yang hartanya 

diinvestasikan dalam 

SBN/hilirisasi/renewable 

energy 
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Sumber : Dirangkum oleh peneliti dari berbagai Sumber dalam Jurnal (Hasanah et al., 

2021) 

c. Ketentuan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela 

Sesuai dengan aturan UU HPP maka Program Pengungkapan Sukarela akan 

berjalan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pembayaran Pajak Penghasila berdasarkan pengungkapan harta yang 

tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program 

pengampunan pajak ( Amnesty pajak); dan  

2. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang 

belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi tahun Pajak 2020 . 

Dalam program ini wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang 

belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan sepanjang direktorat 

jendral Pajak belum menemukan data/informasi mengenai harta dimaksud 

mulai tanggal 1 januari 2022 s.d 30 Juni 2022.Harta bersih yang dimaksud 

tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final.Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut 

di hitung berdasarkan dengan tariff dengan dasar pengenaan pajak. 

Tarif yang berlaku dalam program ini dibagi menjadi dua, yaitu :  

1. Subjek nya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta 

Program Pengampunan pajak dengan basis aset berupa aset per 31 
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Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti Program 

Pengampunan Pajak. 

Tarif PPH final yang dikenakan adalah 11 persen untuk deklarasi luar 

negri;8 persen untuk aset luar negri repatirasi dan aset dalam negri ; 

serta 6 persen untuk aset luar negri repatirasi dan aset dalam negri 

yang di investasikan dalam SBN/hilirisasi/renewableenergy. 

2. Subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi dengan aset prolehan 

2016-2020 yang dilaporkan SPT Tahunan 2020. Tariff PPh final 

yang dikenakan adalah 18 persen untuk deklarasi luar negri; 14 

persen untuk aset luar negri repatirasi dan aset dalam negri ; serta 12 

persen untuk aset dalam negri repatirasi dan aset luar negri dalam 

SBN/hilirisasi/renewable energy. 

Setelah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, wajib pajak 

akan memperoleh surat keterangan yang di terbitkan oleh dirjen pajak, setelah 

wajib pajak memperoleh surat keterangan, DJP tidak akan menerbitkan surat 

keteteapan pajak atas kewajiban perpajakan mulai tahun pajak 2016 sampai  

tahun pajak 2020.(Hasanah et al., 2021) 

4. Keberhasilan dan Kegagalan program Pengampunan pajak sebagai 

Landasan Program pengungkapan Sukarela. 

Dampak positif pengampunan pajak atau tax amnesty sejak diterapkan 

pada 2016 lalu dan berjalan selama 9 bulan, sebagaian masyarakat menyambut 
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baik program ini. Dampak positif dari program ini sebagai berikut :(Hasanah et 

al., 2021) 

1. Potensi penerimaan APBN menjadi bertambah dan berkelanjutan.  

APBN yang berkelanjutan membuat daya belanja pemerintah semakin 

besar, sehingga membantu berjalannya proram pembangunan. 

2. Repatirasi memberikan dampak fundamental perekonomian negara. 

Repatirasi membantu stabilitas ekonomi makro negara yang terlihar dari 

nilai tukar rupiah, cadangan devisa, hingga likuiditas perbankan. 

3. Mencegah praktik penyeludupan pajak. 

Praktik Penyeludupan Pajak mengakibatkan beban pajak yang dipikul oleh 

wajib pajak yang jujur dan membayar pajak belih berat. Hal ini tentu 

menjadi ketidakadilan bagi pembayar pajak jujur. 

4. Meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di Indonesia. 

Meski mengalami penigkatan wajib pajak namun hal tersebut tidak 

berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. 

Sedangkan dampak Negative Pengampunan Pajak yang menjadi landasan 

Program Pengungkapan Sukarela adalah Masih rendahnya target pengampunan 

pajak yang dijalankan pemerintah pada 2016 lalu. Memunculkan gagasan tax 

amnesty berulan atau program prngungkapan sukarela. Gagasan ini pun banyak 

menuai kritik pengamat ekonomi karena memberikan dampak negative;seperti : 
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1. Tax Amnesty yang dilakukan secara  berulang berpotensi mengurangi 

kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dan cenderung mengarah pada 

sikap meremehkan atau menyepelekan  

2. Program pengungkapan sukarela yang di lakukan berpotensi menimbulkan 

ketidak adilan bagi wajib oajak yang taat dan jujur dalam melaporkan aset 

kekayaan dan membayar pajak. 

3. Mengharuskan penerapan dan pengawasan yang adil dan penerapan 

Program Pengungkapan Sukarela harus silakukan secara tepat. Tax 

amnesty harus berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan tidak 

terbatas untuk pengusaha saja. 

4. Penerimaan pajak orang Pribadi 

a. Pengertian Penerimaan Pajak Orang Pribadi 

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak adalah 

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak diharuskan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Dalam pasal 1 ayat (6), NPWP dijabarkan nomor yang di berikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitasWP dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. NPWP diberikan kepada WP yang telah 
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memenuhi persyaratan subjektif dan Objektif sebagaimana telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak akan 

berubah meskipun WP pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau 

mengalami pemindahan tempat terdaftar. Wajib Pajak (WP) orang pribadi 

adalah wajib pajak perorangan yaitu bukan badan usaha, atau badan hukum. 

Wajib pajak orang pribadi merupakan laki – laki maupun wanita, baik yang 

sudah menikah atau belum menikah. 

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan 

pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Resmi, 2009) 

 Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan penerimaan pajak 

adalah suatu sumber keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak 

untuk negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar 

untuk biaya APBN yang sangat dominan.  

Menurut  (Resmi, 2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di 

terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Berdasarkan pendapat 

beberapa para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi adalah sumber keuangan suatu negara atau tulang 

punggung suatu negara yang di kenakan terhadap subjek pajak atau 

penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak. Dalam 
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menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu di ingat beberapa sasaran 

adminisrasi perpajakan, seperti : 1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar 

pajak, dan 2. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk 

mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. (Saragih, 

n.d.) 

b. Faktor-Faktor Penerimaan Pajak  

Menurut (Rahayu, 2009) menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan 

Undang-Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik 

oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik 

mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan 

berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, 

pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat 

berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sendiri sebagai 

pembayar pajak.  

2. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undangg 

perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang 

perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi. 

3. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan 

prioritas perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

optimalisasi penerimaan pajak. 



27 
 

 
 

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta apparat 

perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

optimalisasi penerimaan pajak. 

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa Nasionalisme tinggi, 

kepedulian kepada bangsa danNegara, serta tingkat pengetahuan 

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan 

makin mudah bahi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan 

perpajakan.  

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif undang-undang 

dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik 

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif 

dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. 

c. Indikator Penerimaan Pajak 

Indikator Penerimaan pajak menurut (Supramono & Theresia, 

2010) Merupakan  realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 

Indikatir Penerimaan Pajak menurut (Liberty, 2014) adalah dengan 

mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu indicator dari penerimaan 

pajak penghasilan orang pribadi adlah realisasi penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi. 

Menurut (Resmi, 2016)Indikator Penerimaan Pajak adalah realisasi 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun Judul Penelitian Hasil 

1 Uswatun 

Hassanah dkk 

2021 Analisis Perbandingan 

Tax Amnesty Jilid 1 dan 

Jilid II ( Program 

Pengungkapan Sukarela ) 

Serta Peluang 

Keberhasilan  

Penelitan ini 

menggunakan metode  

kualitatif dengan 

menggunakan metode 

komperatif. Metode ini 

digunakan untuk 

membandingkan dua 

fenomena atau lebih 

.Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara 

mengambil dari  

 

pustaka, website, UU, 

dan artikel-artikel yang 

membahas seputar Tax 

Amnesty ini. Terdapat 

perbedaan mendasar 

terhadap Tax Amnesty 

jilid I dan Tax Amnesty 
Jilid II yaitu pada tariff 

yang dibebankan 

dimana tariff tax 
amnesty jilid II ini 

lebih tinggi daripada 

Tax Amnesty jilid I. 

2 Maya 

Anggraini 

Awaeh  

2017 Analisis Efektivitas 

Penerapan Tax Amnesty ( 

Pengampunan Pajak ) 

terhadap Penerimaan 

Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Bitung  

Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah 

penelitian deskriptif. 

Jenis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

data kualitatif. Sumber 

data yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah data numeric 

yaitu total target dan 

realisasi penerimaan 

Tax Amnesty periode 

Oktober-desember 

2016 dan Januari – 20 

Maret 2017 dari sub 
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bagian umum dan 

kepatuhan internal 

kantor pelayanan pajak 

pratama bitung sebagai 

alat untuk mengukur 

tingkat efektivitas 

penerimaan Tax 
Amnesty. Sumber data 

penelitian ini adalah 

data primer dan data 

skunder 

 

3 Syafrizr - Efektifitas Program Tax 

Amnesty Jilid II dan 

Faktor Keberhasilan dan 

Permasalaham : Pelajaran 

dari Tax Amnesty Jilid I  

Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah 

penelitian skunder 

dimana data 

dikumpulkam penelitia 

dengan tidak langsung, 

melainkan dari pihak 

lain. Sumber data 

bertbentuk dokumen 

tax amnesty dan opini 

dari beberapa para ahli. 

Metode penelitian 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

systematic alnalisys 

dari artikel-artikel 

yang di pilih secara 

target yang 

membahasa tentang tax 

amnesty. Pada 

penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis 

efektifitas dari tax 

amnesty II dengan 

membandingkan 

dengan penerapan tax 

amnesty jillid I. 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut UU HPP Program Pengungkapan Sukarela yaitu pemberian 

kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan kewajiban 

perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh 

berdasarkan pengungkapan harta. Latar belakang program pengungkapan sukarela 
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adalah karena masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum 

mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan apabila di 

temukan oleh DJP akan dikenakan PPh final ( PP-36/2017) yang dirasakan terlalu 

tinggi ditambah sanksi sebesar 200% ( Pasal 18 ayat (3) UU TA ).masih terdapat 

WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 

2016 s.d 2020. Dan dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan 

data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluru aset dan 

penghasilan, sehingga perlu di berikan kesempatan secara sukarela untuk 

memenuhi kewajiban pajak. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut  (Resmi, 2016) Penerimaan 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. 

 

 

 

           

 

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR 

Penerapan Kebijakan Tax Amnesty 

Jilid II 

Penerimaan Pajak 

Sosialisasi  Pelaksanaan  Pemeriksaan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut(Ritonga, 2017) analisis deskriptif adalah analisis yang menekan pada 

pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara 

sistematika dan menyimpulkan data penelitian. Sedangkan  Penelitian deskritif 

kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang berbentuk angka atau numerik 

(statisik). Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang 

sebenarnya (Hafsah & Loka, 2021). Selain itu penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih variabel independen tanpa membuat perbandingan atau 

menguhubungkan variabel lain.  

B. Definisi  Opersional 

 Definisi operasional variabel adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan denagn 

masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dan penelitian. Menurut 

(Saragih & Putri, n.d.) definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu 

variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu 

penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Satu variabel dependen dan 

satu lagi variabel independen. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

31 
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Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) yaitu pemberian 

kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/ mengungkapkan kewajiban 

perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh 

berdasarkan pengungkapan harta. Penerimaan Pajak Orang Pribadi adalah pajak 

yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terima atau diperoleh 

dalam suatu tahunan pajak. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 

adalah sumber keuangan suatu negara atau tulang punggung suatu negara yang di 

kenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak 

selama tahun pajak. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Timur, yang beralamat di 

jalan Sukamulia No.17A,AUR,Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatra 

Utara 20151 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan februari sampai dengan 

bulan April 2022. Berikut data rincian waktu penelitian. 
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Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan  Januari 

2022 

Februari  

2022 

Maret  

2022 

April  

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul                 

2. Riset 

pendahuluan 

                

3. Menyusun 

Proposal 

                

4. Bimbingan 

Proposal 

                

5. Seminar 

Proposal 

                

6 Revisi                 

7. Penyusuna 

Skripsi 

                

8. Bimbingan 

Skripsi 

                

9. Sidang Meja 

Hijau 

                

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data 

kuantitatif  adalah data berbentuk angka-angka seperti hasil jumlah wajib 

pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak. 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(Ritonga, 2017) 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting bagi 

sebuah penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam 

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data 

adalah prosedur yang sitematis dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan (Meleong & Lexy, 2014) 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yaitu peneliti melakukan 

pengumpulan data-data yang di perlukan yang di peroleh dari KPP Pratama 

Medan Timur. Data yang digunakan adalah data wawancara.  

A. Dokumentasi  

        dokumnetasi adalah biaya yang relative rendah, waktu dan tenaga yang 

 Dokumentasi yaitu mencari sumber data-data yang tertulis dilapangan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Lexy, 2016). Keuntungan 

menggunakan metode lebih efesien. Data dokumentasi ada dua yaitu 

dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Data internal adalah laporan 

yang berkaitan dengan data-data wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid 

II di kecamatan Medan Timur. Sedangkan data Eksternal adalah pencarian 

berita berita yang berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi di kecamatan 

Medan Timur. 
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B.   Wawancara  

           Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh 

informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai 

suatu objek atau peristiea pada masalalu, kini, dan akan dating. Secara garis 

besar wawancara dibedakan atas 1. Wawancara terencana dan 2. Wawancara 

incidental. Wawancara terencana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan 

infornasi sesuai dengan tema yang telah di rencanakan sebelumnya. 

Sedangkan wawancara insidentasl pewawancara kurang memungkinkan untuk 

mempersiapkan hal-hal tersebut. 

No Variabel Dimensi Total 

1. 

Penerapan Tax Amnesty Jilid II ( 

Program pengungkapan Sukarela ) 

b. Sosialisasi 

 

1,2,3 

c. Pelaksanaan  

 

1,2,3 

d. Pemeriksaan  1,2,3 

F. Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, teknik alisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, yaitu : 

a. Mengumpulkan data wajib pajak  

Peneliti mengumpulkan data wajib pajak orang pribadi  yang terdaftar di KPP 

pratama medan timur.  

b. Menganalisis WP yang melapor Pajak 

Menganalisis seberapa banyak wajib pajak orang pribadi yang melaporkan 

pajaknya, apakah sudah mancapai 50% dari target yang di harapkan atau 

belum 
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c. Menganalisis kebijakan tax amnesty jilid II 

Menganalisis bagaimana penerapan kebijakan program tax amnesty jilid II di 

KPP Pratama Medan Timur. Apakah kebijakan ini berjalan dengan efektif 

seperti yang di harapkan oleh pemerintah, atau tidak. 

d. Menganalisis WP yang mengikuti Program tax amnesty jilid II. 

Menganalisis bagaimana kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan  tax 

amnesty ini.  

e. Menganalisis penerimaan pajak saat di terapkan program tax amnesty jilid II. 

Menganalisis apakah penerimaan pajak pada saat di terapkan kebijakan 

program tax amnesty ini penerimaan pajak orang pribadi meningkat di KPP 

Pratama Medan Timur. 

f. Kesimpulan  

Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama 

Medan Timur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

a. Penerapan Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Timur. 

Dari hasil Penelitian, Wawancara dan analisis data yang di lakukan di KPP 

Pratama Kecamatan Medan Timr, KPP Pratama memberika realisasi penerimaan 

Pajak pada tahun berjalan. Realisasi Penerimaan pajak tersebt tentu saja tidak 

pernah stabil. Tax amnesty yang di terapkan di KPP Pratama Medan Timur pada 

bulan Januari dampai dengan bulan April pada tahun 2022 berjalan dengan efektif. 

Tahun  Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi 

2019 Rp. 114.883.175.015 

2020 Rp. 92.022.011.968 

2021 Rp. 118.479.078.559 

2022 

Januari-April 

Rp.263.188.032.103 

 Dari Tabel di atas dapat di lihat bahwa peneriman pajak wajib pajak orang 

pribadi di Kota Medan dari tahun ketahun tidak stabil. Pada tahun 2020 

mengalami penuruunan, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 juga di 

sebabkan oleh covid-19, tahun 2020 adalah tahun pertama terjadinya covid-19, 

tentunya sangat memberikan dampak kepenerimaan pajak. Dengan adanya covid-

19 mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan, 
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tentunya menjadi salah satu penyebab penunggakan pembayaran pajak. Faktor 

utama menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh kurang nya kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajaknya, dengan kelalaian 

masyarakat dalam membayar pajak akan menyebabkan tunggakan pajak. 

sementara dapat di lihat secara teori bahwa penerimaan pajak ke kas negara dapat 

mengalami peningkatan apabila wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak 

secara rutin dan teratur terus menerus setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 

2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar sebesar 38% dari tahun 

2021. Karena melihat penurunan pendapatan Negara akibat di terjangnya Covid-

19, maka pada awal tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan Program 

pengungkapan Sukarela,yang di landasi oleh UU HPP. Sebelum kebijakan ini di 

laksanakan di Kecamatan Medan Timur, pihak dari KPP Pratama Medan timur 

telah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, mereka 

memperkenalkan Program PPS ini baik secara langsung, melalui media 

sosial,maupun turun secara lagsung kepada wajib pajak (WP). Bahkan hingga 

saat ini pihak KPP masih melakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui 

media sosial ataupun mengirimkan pesan ke nomor wajib pajak, serta 

memberikan selembaran kertas (leaflet), membuka pusat informasi Program 

Pengungkapan Sukarela yang dapat dijangkau oleh wajib pajak, Petugas KPP 

Pratama Medan Timur juga membuka kelas pajak.  Kebjakan ini berjalan dengan 

sangat efektif,   hal ini dapat di lihat dari penerimaan pajak yang sudak di terima 

oleh KPP Pratama Medan Timur bahwa penerimaan pajak pada saat di terapkan 

kebijakan Tax amnesty sangat meningkat drastis, bahkan peningkatan 
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penerimaan pajak lebih dari 100%. Antusias masyarakat untuk mengikuti 

program pengungkapan sukarela ini sangat baik.  

b. Penerepapan Program Pengungakapan Sukarela dalam Meningkatkan 

penerimaan Pajak 

 Program pengungkapan sukarela ini sangat berperan dalam meninkatkan 

penerimaan pajak, bahkan di harapkan dapat membntuk kepatuhan wajib pajak 

yang lebih baik di tahun tahun mendatang. Pad tahun 2022, penerimaan pajak 

dalam rangka Program pengungkapan sukarela telah membantu KPP dalam 

mencapai target, hal ini dapat di buktikan oleh table di bawah:  

   Table 4.2 

Tahun  WP OP Yang 

Terdaftar / NPWP 

WP OP Yang 

Mengikuti PPS 

Target Penerimaan 

Pajak Tahun 2022 

Penerimaan 

Pajakn Januari-

April 

2022 147.980 481 WP 475.800.000.000 263.188.032.103 

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mengikuti program pengungkapan 

Sukarela Di Kecamatan Medan Timur 

Dari data di atas dapat di lihat bahwa banyak nya WP OP yang mengikuti 

Program pengungkapan Sukarela sudah mencapai 481 WP. Sedangkan 

Penerimaan pajak dapat di lihat sudah mengalami peningkatan dari tahun 2021. 

Dari target penerimaan pajak tahun 2022 yang berjumlah Rp. 475.800.000.000 

sampai akhir bulan Desember dapat di lihat pada saat bulan April penerimaan 

pajak sudah mencapai angka Rp. 263.188.032.103. Penerimaan pajak pada saat 
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diterapkan program pengungkapan sukarela sangat membantu KPP pada tahun 

2022 ini. Selain karena di tahun 2022 ini terjadi peningkatan kegiatan ekonomi 

masyarakat, penerimaan pajak dalam rangkap Program pengungkapan Sukarea 

juga ikut membentuk realisasi penerimaan pajak di KPP. Bahkan hingga saat 

ini pada tanggal 2 mei 2022 KPP Pratama mendapatkan penerimaan pajak 

sebesar 74,78% dari target yang di harapkan KPP. sudah lebih dari 100% 

peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Dapat di 

simpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela ini berjalan dengan efektif, 

dan pengaruhnya terhadap peningkapan penerimaan pajak sangat drastis, 

berbeda dengan tax amnesty jilid 1 yang pernah di terapkan di Indonesia yang 

sempat gagal karna kurang nya antusias masyarakat untuk mengikuti kebijakan 

ini. Program pengungkapan sukarela di harapkan tidak hanya berperan di tahun 

2022 ini saja, namun juga di harapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam 

membayar pajak dari tahun ke tahun yang akan dating. Kepatuhan wajib pajak 

ini tentu saja akan membentuk tax base yang lebih besar yang juga akan 

memberikan penerimaan. Keberhasilan kebijakan Program pengungkapan 

Sukarela ini juga di sebabkan oleh antusias wajib pajak orang pribadi. Bahkan 

pada saat di awal program pengungkapan sukarela ini berlaku secara efektif 

pada bulan januari 2022, telah terdapat wajib pajak yang langsung memaafkan 

Program pengungkapan Sukarela (PPS) ini. Hal ini dapat di lihat dari adanya 

penerimaan pajak khusus PPS yang di terima oleh KPP.  
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c. Faktor-fakror Ketidak Efektifan Program pengungkapan Sukarela 

Dari hasil penelitian, analisis data dan wawancara yang sudah di lakukan, 

hingga saat ini Program pengungkapan Sukarela (PPS) masih dapat dikatakan 

berjalan dengan baik. Namun KPP Pratama Medan Timur masih melakukan 

sosialisasi agar seluru wajib pajak memperoleh informasi PPS dan di harapkan 

Wajib Pajak dapat memanfaatkan PPS ini sebelum berakhir  pada bulan juni 

2022. Hingga saat ini (per tanggal 02 juni 2022), penerimaan pajak di KPP 

telah mencapai 74,78% dari target yang di harapkan. Penerimaan pajak per hari 

ini telah melewati target KPP per mei 2022.  

Ada beberapa faktor yang menjadi landasan keberhasilan dan keefektifan 

kebijakan ini salah satunya adalah, sosialisasi yang di lakukan oleh KPP yang 

tiada hentinya mulai dari awal terlaksana program pengungkapan sukarela ini 

bahkan sampai sekarang KPP masih terus memberikan sosialisasi. Ada beberapa 

bentuk sosialisasi yang di lakukan oleh KPP Pratama Medan Timur, melalui 

media sosial yaitu mereka memberikan informasi tentang kebijakan Program 

Pengungkapan sukarela ini dengan cara memposting di akun sosial media 

mereka, dan mengirimkan pesan melalui ss kepada wajib pajak, selain 

melakukan sosialisasi lewat media sosial KPP Pratama Medan timur juga 

memagikan selembaran kertas yang langsung di berikan kepada wajib pajak, 

kertas tersebut berisi ketentuan dan kebijakan dari program pengungkapan 

sukarela ini, selain itu KPP Pratama Medan Timur juga membuka Les privat 

secara gratis yang bisa di ikuti oleh masyarakat. Tujuan dari sosialisasi tersebut 

adalah agar terbukanya pola fikir masyarakat untuk mengikuti kebijakan ini, 
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osialisasi ini juga di harapkan bisa membentuk karakteristik masyarakat agar 

terus aktif dalam membayar pajak di tahun tahun berikutnya. 

B. Pembahasan  

1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan 

Timur. 

 Program Pengungkapan Sukarela ini mengacu kepada Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya membahas 

tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS).  Dari hasil penelitian yang telah 

di lakukan, dan data data yang terkumpul dapat di lihat bahwa penerapan 

Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan Timur berjalan dengan 

baik, bahkan ari data yang terkumpul pihak KPP Pratama Medan Timur dapat 

memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan efektif, berbeda dengan 

Program Pengampunan Pajak yang juga pernah di terapkan di Indonesia dan 

hasilnya gagal, kegagalan ini di sebabkan oleh masyarakat yang tidak mematuhi 

kebijakan yang terdapat pada UU NO 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, pada saat di terapkan Tax Amnesty jilid 1, wajib pajak 

yang mengikuti Program ini tidak mencapai 50% dari wajib pajak yang terdaftar, 

sehingga Penerimaan pajak tidak mencapai target. Pada kebijakan Program 

Pengungkapan Sukarela yang di terapkan di KPP Pratama Medan Timur, WP OP 

yang mendaftar mencapai target yang di harapkan, bahkan pada awal tahun 2022 

sudah ada wajib pajak yang mengikuti kebijkan ini. Hal ini menjadi salah satu 
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faktor keberhasilan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan 

Medan Timur ini.  

Program Pengungkapan Sukarela/PPS (Tax Amnesty Jilid II), merupakan 

pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan 

kewajiban perpajakan yang belum di penuhi secara sukarela melalui pembayaran 

pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum 

sepenuhnya dilaporkan oleh peserta Program Pengampunan Pajak serta pembayaran 

pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum di laporkan dalam 

SPT Tahunan PPH.. 

Program Pengungkapan Sukarela secara efektif di laksanakan pada 1 Januari 

2022, dan akan berakhir pada 31 Juli 2022. Pada jangka waktu selama 6 bulan ini 

pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela 

melaporkan harta mereka yang berada di luar negri atau harta yang belum di 

laporkan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak mengungkapkan hartanya diluar negri 

tanpa repatirasi itu akan di kenakan tariff 11%, namun jika harta yang berada di 

luar negri dan di bawa pulang ke Indonesia atau mereka mendeklarasi hartanya 

yang ada di dalam negri maka tariff yang di kenakaan kepda wajib pajak tersebut 

adalah sebesar 8%.  

Dengan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah 

mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk mempermudah masyarakat melaporkan 

harta mereka tanpa di kenakan denda dan sanksi pajak. dengan adanya program ini 
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wajib pajak dapat mengalami keuntungan yang sangat besar. Denda administrasi 

200 persen dijatuhkan ketika ditjen pajak menemukan harta yang tidak atau belum 

di laporkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) hingga batas 

waktu terakhir Program Pengungkapan Sukarela/PPS. Sanksi yang di kenakan 

sebesar 200 persen itu sesuai dengan pasal 18 ayat 3 UU Tax Amnesty ( 

Pengampunan Pajak).                                                                     

2. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan 

Penerimaan Pajak.  

 Dari analisis data dan wawancara yang di lakukan di Kantor Pemeriksaan 

Pajak Kecamatan Medan Timur, Penerimaan pajak yang di terima oleh KPP 

Pratama Medan Timur pada 3 Tahun belakangan tidak stabil, terlebih lagi pada 

tahun 2020 saat pandemic pertama kali muncul di Indonesia, covid-19 sangat 

mempengaruhi penerimaan pajak, dengan adanya covid-19 banyak karyawan 

yang di phk oleh perusahaan. Covid-19 juga menjadi landasan terbentuknya 

kebijakan ini. Faktor utama menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh 

kurang nya kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajaknya, 

dengan kelalaian masyarakat dalam membayar pajak akan menyebabkan 

tunggakan pajak. sementara dapat di lihat secara teori bahwa penerimaan pajak 

ke kas negara dapat mengalami peningkatan apabila wajib pajak dapat 

melakukan pembayaran pajak secara rutin dan teratur terus menerus setiap 

tahunnya. 

 Dapat dilihat dari data yang di terima bahwa kebijakan Program 

Pengungkapan Sukarela yang di terapkan pemerintah di tahun 2022 ini sangat 
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mempengaruhi penerimaan pajak di tahun 2022 di Kecamatan Medan Timur. 

Penerimaan pajak 2022 di Kecamatan Medan Timur meningkat lebih dari 100% 

dari tahun 2021, pemberian Program Pengungkapan Sukarela ini merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk menarik dana dari masyarakat yang selama ini 

belum di laporkan atau masih berada di luar Negri, tanpa di kenakan sanksi atau 

denda.  

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh(Safri, n.d.) ada peluang yang dapat 

di maksimalkan pemerintah dalam tax amnesty jilid 2, terutama dari uang 

tebusan dan repatirasi dari luar negri, tentunya terdapat juga peluang pemerintah 

dari deklarasi dalam Negri. Keberhasilan kebijakan ini di Kecamatan Medan 

Timur juga tidak terlepas dari kemauan wajib pajak untuk mengikuti kebijakan 

ini.  

 Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. 

Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia 

ataupun di luar Indonesia. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka 

wajib pajak di haruskan untuk memiliki NPWP.  

 Penerimaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan adalah suatu sumber 

keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak untuk Negara dan 

sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk biaya APBN 

yang sangat dominan. Dari hasil wawancara yang di hasilkan, Pihak KPP 
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Pratama Medan timur mengatakan bahwa Program pengungkapan Sukarela 

dangat berperan dalam peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2022 ini, 

bahkan di harapkan dapat membentuk kepatuhan wajib pajak untuk tahun tahun 

mendatang. Pada tahun 2022 penerimaan pajak pada saat di terapkan Program 

Pengungkapan Sukarela telah banyak membantu KPP Pratama Kecamatan 

Medan Timur untuk mencapai target yang mereka harapkan. Selain di karenakan 

pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan ekonomi masyarakat, penerimaan pajak 

pada saat di terapkan Program Pengungkapan Sukarela ini ikut membentuk 

realisasi penerimaa KPP. Program Pengungkapan Sukarela ini di harapkan tidak 

hanya berperan di tahun 2022 saja, namun juga di harapkan wajib pajak akan 

lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya di tahun tahun mendatang. 

Kepatuhan kewajiban pajak juga dapat membentuk tax base yang lebih besar 

yang juga akan memberikan penerimaan pajak yang jauh lebih baik.  

3. Penyebab Program Pengungkapan Sukarela di Kecamatan Medan Timur 

berjalan dengan Efektif. 

 Setelah di lakukan penelitian di KPP Pratama Medan Timur ternyata 

Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Timur berjalan Efektif, 

Namun KPP Pratama Medan timur masih terus melakukan sosialisasi agar 

seluruh wajib pajak memperoleh informasi tentang Program Pengungkapan 

Sukarela. Faktor utama keberhasilan kebijakan ini adalah sosialisasi yang di 

lakukan oleh KPP yang sangat baik, selain sosialisasi tentunya antusias wajib 

pajak juga sangat mempengaruhi keefektifan kebijakan ini. Wajib Pajak di 

wilayah kerja KPP terlihat sangat antusias hingga saat ini. Bahkan di awal PPS 
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ini berlaku secara efektif yaitu pada awal tahun 2022, telah terdapat wajib paak 

yang langsung memanfaatkan kebijakan ini. 

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat bergantung dan di tentukan terhadap 

seberapa besarnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan 

fiskus. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tinggi maka 

mencerminkan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitu 

juga sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak 

menurun maka akan mencerminkan seseorang untuk tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Pajak yang di bayarkan oleh masyarakat merupakan iuran yang 

wajib di keluarkan karena hasil pembangunan yang terjadi dan pada akhirnya 

akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Begitu juga 

sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah maka mencerminkan 

adanya ketidakrelaan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan aturan 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara 

tersebut. Hal tersebut akan membengaruhi dan berimbas pada rendahnya 

penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.  

 Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam rangka 

pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Adanya kepatuhan pajak 

yang tinggi maka akan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Kondisi ini pada 

akhirnya ajkan berdampak pada peningkatan Anggaran Negara yang nantinya 

akan di alokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya.  

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengupayakan agar tingkat 

kepatuhan pajak masyarakat tetap tinggi. Selain itu, masyarakat perlu 
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membangun sebuah pemahaman yang benar bahwa sebenarnya pajak itu adalah 

masyarakat dan akan di berikan untuk masyarakat dan oleh masyarakat.  

 Kepatuhan wajib pajak merupakan peran yang sangat penting dalam 

keberhasilan kebijakan Program Pengunkapan Sukarela ini. Kepatuhan 

membayar pajak di pengaruhi oleh besar kecilnya keyakinan control yang di 

miliki oleh setiap individu. Apabila seseorang mempunyai keyakinan mampu 

mengatasi suatu kendala yang di hadapi karena tindakan membayar pajak, maka 

ia akan nemiliki sisi positif mengenai membayar pajak. dengan demikian ia akan 

patuh dalam membayar pajak. begitu juga sebaliknya, apabila seseorang 

memiliki keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala kendala yang di 

hadaoi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki sisi negative 

mengenai pembayaran pajak.  
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang telah di uraikan di atas  maka dapat disimpulkan 

hasil peneliti sebagai berikut :  

1. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Timur 

yang telah terhitung sampai bulan April dapat dikatakan sudah berjalan 

dengan efektif. 

2. Program Pengungkapan Sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak, 

terhitung dari bulan januari sampai dengan april kenaikan sudah mencapai 

74,78%.  

3. Keefektifan program pengungkapan sukarela ini dapat berjalan dengan 

efektif disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sosialisasi 

dari pihak KPP Pratama Medan Timur yang luar biasa membuat 

masyarakat dengan antusias mengikuti kebijakan ini. 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan yang di uraikan di atas maka saran-saran yang dapat 

di berikan adalah sebagai berikut:  

1. KPP Pratama Medan Timur harus terus memberikan sosialisasi baik secara 

langsung,browser,maupun media sosial agar kebijakan ini bisa berjalan 

dengan efektif sampai akhir.  

2. KPP Pratama diharapkan dapat  memberikan reward untuk wajib pajak 

yang mengikuti program ini dengan baik dan benar. 

50 
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3. Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi gambaran dan contoh 

bagi KPP Pratama agar terus melakukan nilai nilai positif terhadap wajib 

pajak,  jika kesadaran wajib pajak, meningkat maka pendapatan atau 

penerimaan pajka juga akan meningkat. Sehingga dapat melakukan 

beberapa keputusan untuk dapat terus meningkatkan kesadaran wajib pajak 
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